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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97 TAHUN 2016
TENTANG

PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Dalam Negeri tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
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Menetapkan

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PERANGKAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai
kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintahan Daerah
adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta menurut asas otonomi
dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah
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adalah  Gubernur sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang memimpin pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan
juga sebagai wakil Pemerintah Pusat di wilayah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah
adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Walikota / Bupati adalah kepala pemerintahan kota
administrasi / kabupaten administrasi di wilayah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada
Gubernur.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah

sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
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Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk
memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan dalam negeri.

Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

o P

o o

5@ om0

(1)

(2)

(3)

(4)

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
efisiensi;

efektivitas;

pembagian habis tugas;

rentang kendali;

tata kerja yang jelas; dan

fleksibilitas.

BAB II
PEMBENTUKAN, JENIS, DAN
KRITERIA TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Pembentukan Perangkat Daerah

Pasal 3
Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diberikan berdasarkan pemetaan urusan
pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
Menteri menyampaikan jawaban menyetujui seluruhnya
atau menyetujui dengan perintah perbaikan Peraturan
Daerah kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas)

hari sejak diterimanya Peraturan Daerah.
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Dalam hal Menteri menyetujui seluruhnya atas Peraturan
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur
mengundangkan Peraturan Daerah dalam lembaran
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Menteri tidak memberikan
jawaban, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dianggap telah mendapat persetujuan.

Dalam hal Menteri menyetujui dengan perintah
perbaikan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), Peraturan Daerah tersebut harus
disempurnakan oleh Gubernur bersama DPRD sebelum
diundangkan.

Dalam hal Gubernur mengundangkan Peraturan Daerah
yang tidak mendapat persetujuan dari Menteri atau
mengundangkan  Peraturan  Daerah  yang  tidak
disempurnakan oleh  Gubernur bersama  DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Menteri
membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).

Ketentuan mengenai pedoman format Peraturan Daerah
tentang susunan Perangkat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal 4

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas

dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah diatur dengan

Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Jenis Perangkat Daerah

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:



